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Abstract

This research is to find out and analyze the effectiveness of the implementation of discipline sanctions for
Civil Servants at the Riau Province Education Office. This research uses a descriptive research type with
quantitative methods where primary data is obtained through observation and distribution of questionnaires, and
secondary data is obtained through interviews with respondents. The population of this research is Civil Servants
of the Riau Province Education Service with a sample of 23 people. The sampling technique in this research uses
the Purposive Sampling technique, namely determining samples with certain considerations and assessments that
are considered representative and know and understand more about the problem being studied. In this research,
Tangkilisan theory is used using four indicators, namely Target Achievement, Adaptation Ability, Job Satisfaction
and Responsibility. The results of this research show that the Riau Provincial Education Office has implemented
disciplinary sanctions, namely Riau Governor's Regulation Number 59 of 2021 concerning Additional Income
for State Civil Service Employees within the Riau Provincial Government. This governor’s requlation is quite
effective in disciplining employees, especially in terms of work hours and employee attendance, because in the
results of field observations there were still many employees who were late coming to the office so they did not
attend the morning roll call which was held every working day in the yard of the Riau Provincial Education Office
and went home not on time
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Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif yang mana data primer diperoleh melalui observasi
dan penyebaran kuisioner, dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan responden.
Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan sampel 23
orang.Teknik Penarikan Sampel dalam Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu
penentuan sampel dengan pertimbangan dan penilaian tertentu yang dianggap mengtahui dan
mewkili serta lebih memahami tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan
teori Tangkilisan dengan menggunakan empat indikator yaitu Pencapaian Target, Kemampuan
Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung Jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas
Pendidikan Provinsi Riau telah melaksanakan sanksi disiplin yaitu Peraturan Gubernur riau No. 59
Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasiln Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau, dari peraturan gubernur tersebut cukup efektif dalam mendisiplinkan pegawai terutama dalam
hal jam masuk kerja serta kehadiran pegawai karena dalam hasil observasi dilapangan menunjukkan
bahwa banyak pegawai yang datang terlampat sehingga tidak menghadiri apel pagi dihalaman kantor
Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta pulang tidak pada waktunya
Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.
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Pendahuluan

Birokrasi adalah sistem kerja yang didasarkan pada kerja sama langsung antara jabatan
mengenai masalah formil menurut prosedur yang berlaku dan tanpa emosi, pamrih, atau
prasangka. Selain itu, tujuan birokrasi adalah untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh
banyak orang secara teratur. Oleh karena itu, birokrat harus memiliki persepsi dan kesadaran
hukum yang tinggi saat melakukan tugas dan kewenangannya. Suatu lembaga atau organisasi
pemerintah memposisikan sumber daya manusia menjadi salah satu hal terpenting untuk
mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karna itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi
sumber daya manusia dituntuk untuk menjadi peranan penting dalam posisinya sebagai
pemikir, perencana serta pelaksana pembangunan nasional

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil di dalam peraturannya
menjelaskan yaitu untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu
padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin,
serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat
diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri SipilSelanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam
Pasal 1 poin (4) menyatakan bahwa “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan”. Selanjutnya dalam pasal 4 (f) disebutkan bahwa “Masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja”

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, seorang yang di angkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu jabatan pemerintahan ia wajib menaati kewajiban dan menghindari
larangan seperti masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pegawai Negeri Sipil Sebagai
aparatur pemerintah seudah semestinya memiliki kedisplinan dan tanggung jawab yang
tinggi dala melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya.

Faktanya yang saya temui dilapangan masih banyak pegawai yang melakukan
pelanggaran yang terlihat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau seperti masih banyak pegawai
yang melakukan pelanggaran terutama terkait disiplin jam kerja pegawai. Selain itu masih
saja ada pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja, datang terlambat sehingga tidak
mengikuti apel pagi yang dilakukan setiap hari di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi
Riau serta ada kepulangan pegawai di luar jam kerja yang ditentukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan terhadapat pegawai yang
terlambat itu berpengaruh. Pegawai yang menaati peraturan sesuai ketentuan akan
mendapatkan tambahan penghasilan pengawai. Penegakan disiplin yang ketat terhadap
pegawainya dengan memangkas tunjangan yang diberikan terkait reformasi birokrasi mulai
dari 0,5% hingga 15%. Pegawai yang terlambat masuk satu menit pun akan dipotong
tunjangannya sebesar 0,5%. Jadi jumlah persentase penghitungan mengenai kedisiplinan
sebesar 40%, selebihnya 60% penilaian kinerja pegawai tersebut. Berikut Pemberian dan
Pengurangan TPP ASN Kepada Setiap ASN terdapat pasal 6 ayat (2) mengatakan
Pengurangan TPP di berlakukan kepada : ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara,
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ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, ASN yang terlambat masuk kerja pada
bulan berjalan, ASN yang pulang kerja sebelum waktunya.

Berdasarkan pernyataan di atas tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mengaalisis Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Disiplin Kerja Pegawai Negeri
Sipil Di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Menurut The Liang Gie (dalam Adnan & Hamim, 2013) menyatakan bahwa
administrasi yaitu segenap rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan pokok yang
dilakukan oleh setiap kelompok orang dalam tim secara kolaboratif untuk mencapai sasaran.

Menurut Luther Gullick mengatakan bahwa administrasi adalah tentang
menyelesaikan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
direncanakan. Selanjutnya dia menyatakan bahwa ilmu administrasi yaitu sistem
pengetahuan manusia untuk memahami hubungan manusia satu sama lain, meramalkan hal-
hal yang akan terjadi, dan mempengaruhi hasil dalam situasi dimana orang bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama (dalam Adnan & Hamim, 2013).

Konsep Organisasi

Andry dan Yusa (2020:16) Organisasi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu organisasi
sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai
rangkaian hierarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal. Sebagai wadah
administrasi relatif bersifat statis, sedangkan sebagai suatu rangkaian hierarki organisasi
merupakan suatu proses dengan demikian ia bersifat lebih dinamis.

Organisasi menurut Siagian (dalam Andry dan Yussa (2020:16) adalah setiap bentuk
persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat, dalam rangka
pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan tersebut terdapat seseorang
atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang sekelompok orang yang disebut
bawahan

Konsep Manajemen

Manajemen menurut Siagian (Andry dan Yusa 2020:14) didefinisikan sebagai
kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil, dalam rangka pencapaian
tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Artinya manajemen itu inti dari administrasi,
karena manajemen ini alat pelaksana utama dari administrasi. Jadi manajemen dan
administrasi ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang dapat dibedakan hanya kegiatan-
kegiatannya G.R. Terry (Adnan & Hamim, 2013) manajemen adalah proses yang unik yang
terdiri dari tindakan rencana, organisasi, penggerak, dan pengendalian. [Imu pengetahuan
dan keahlian digunakan pada masing-masing bidang dalam upaya mencapai tujuan yang
telah ditetapkan semula.

Manajemen menurut Batlajery (2016) merupakan disiplin, proses, dan seni yang
mencakup perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan
untuk menentukan serta mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya (dalam Syahputra & Aslami, 2023).
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Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yaitu seragkaian kegiatan yang dilakukan
mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian hingga
pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia, untuk digunakan bagi
kemaslahatan hidup manusia itu sendiri (Yunus, 2013:12).

Manajemen sumber daya manusia menurut Henry Simamora didefinisikan sebagai
pendayagunaan, penilaian, pemberian jasa, pengembangan dan pengelolalaan terhadap
individu anggota organisasi atau sekelompok pekerja. MSDM juga menyangkut desain dan
implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan,
pengelolaan karier, evaluasi kinerja kompensasi karyawan dan hubungan perusahaan yang
mulus (dalam Yunus, 2013:13)

Konsep Efektivitas

Menurut Mahsun, (dalam Asmira, 2016) Efektivitas (hasil guna) adalah hubungan
antara keluaran dan tujuan atau sasaran. Pencapaian tujuan atau target kebijakan adalah inti
dari konsep efektivitas ini. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal mencapai tujuan
yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin dekat dengan sasaran, berarti bahwa kegiatan
tersebut lebih efektif.

Sondang (Gifelem et al., 2021) Efektivitas didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber
daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya
untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas
menunjukkan apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Semakin dekat
dengan tujuan, hasil kegiatan semakin efektif. Kemudian kriteria atau indikator dari pada
efektivitas menurut (Tangkilisan,2005) yakni diantaranya sebagai berikut: Pencapaian Target,
Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung Jawab.

Konsep Sanksi

Didalam Peaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa menyatakan Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

Menurut Hasibuan Disiplin didefinisikan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang
untuk mematuhi peraturan instansi yang dibuat manajemen untuk mengingat anggota
instansi agar dapat dijalankan semua pegawai baik secara kesadaran sendiri maupun dengan
paksaan (dalam Ngurah et al., 2022). Sondang Siagian (2008) Disiplin merupakan tindakan
manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai
ketentuan tersebut disiplinan pegawai adalah jenis pelatihan yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pegawai dan mendorong mereka untuk
bekerja sama dengan karyawan lain untuk meningkatkan kinerja kerja mereka (dalam Fani,
2020).

Konsep Disiplin

Sondang Siagian (Fani, 2020) Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk
mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut
disiplinan pegawai adalah jenis pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
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sikap, dan perilaku pegawai dan mendorong mereka untuk bekerja sama dengan karyawan
lain untuk meningkatkan kinerja kerja mereka.

Menurut Hasibuan (dalam Ngurah et al, 2022) Disiplin didefinisikan sebagai
kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mematuhi peraturan instansi yang dibuat
manajemen untuk mengingat anggota instansi agar dapat dijalankan semua pegawai baik
secara kesadaran sendiri maupun dengan paksaan

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Musafir, 2016).

Fani, (2020) mengatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara disebut pegwai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negra lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Metode

Tipe penelitian ini menggunakan survey deskriptif dengan metode kuantitatif.Sumber
data primer diperoleh melalui wawancara kuisioner dan data sekunder diperoleh dari
buku,data,dokumen publikasi di kantor dinas komunikasi informatika statistik dan
persandian kota Pekanbaru.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner,
observasi dan dokumentasi.

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan masalah pokok
penelitian. Menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,
analisis bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggapbarkan dan menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan Di Dinas Pendidikan Provinsi
Riau

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil pembahasan ini akan dilakukan pemaparan Hasil Penelitian dan dilakukan
juga Pembahasan dari Tanggapan Responden dan ada beberapa Indikator yang penulis
paparkan dalam Penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Disiplin Kerja
Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan penulis juga menggunakan
Indikator-indikator dalam mencari hasil penelitian ini sebagai berikut: Pencapaian Target,
Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung Jawab.

1. Pencapaian Target
Pencapaian target dapat diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat

terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi
dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan diterapkan
Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu
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pencapaian target pemerintah yang telah terealisasikan dan salah satu badan pemerintah yang
telah menerapkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang bertujuan untuk
meningkatkan disiplin kerja pegawai. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala
Penelaah Teknis Kebijakan Bapak Ahmad Syifa Ul Huda, S.Pd beliau mengatakan

“Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melaksanakan kebijakan dari Peraturan
Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 20211 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dari Peraturan tersebut Efektif dalam
meningkatkan kedisiplinan terutama meningkatkan pegawai dalam kehadiran dan masuk
pada jam kerja serta pencapaian Target dari Peraturan Gubernur Riau No 59 Tahun 2021
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau terkhususnya dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.
Tujuannya untuk mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil dan didalam Peraturan Gubernur itu
sendiri sudah diatur sedemikian rupa, adanya reward (hadiah) dan funishment (hukuman)
didalam peraturan gubernur itu telah diatur, bahwa setiap pegawai yang tidak mengikuti

peraturan yang telah ditentukan maka akan ada hukuman berupa pengurangan”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi
Riau telah menjalankan kebijakan tersebut serta dari Pergub tersebut efektif dalam
meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pada indicator Pencapaian Target memperoleh hasil
68% dengan kriteria “Efektif” setelah dimasukkan ke skala pengukuran mencukupi kriteria
baik dengan rentang nilai 67% - 100%. Hal ini dikarenakan dari sanksi tersebut sudah
diterapkan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tetapi belum cukup efektif dalam
mengurangi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dihari kerja karena kurangnya

kesadaran dari pegawai itu sendiri.

2. Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi yaitu keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana
organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari
dalam organisasi dan luar organisasi. Pada indikator Kemampuan Adaptasi memperoleh hasil
59% dengan kategori Cukup Efektif hal ini dikarenakan masih ada pegawai yang tidak
menerima atau proses dari sanksi disipin yang telah diberikan. Berdasarkan wawancara
penulis bersama bapak Ahmad Syifa Selaku Ketua Penelaah Teknis Kebijakan beliau
mengatakan

“Mengenai hal tersebut ada pegawai yang dipotong uang tunjangannya dan ia protes
atau tidak menerima mengapa uang tunjangannya dipotong karena dia merasa tidak
melakukan kesalahan yang memungkinkan TPP nya di potong padahal ia memang
melakukan pelanggaran disiplin. Jika pegawai tersebut tetap protes maka kami akan
memberikan arahan seperti menunjukkan bukti fisik absensi nya seperti tidak masuk, tidak
mengikuti apel pagi, datang terlambat, pulang tidak dengan waktunya itu terlihat di finger
printnya pada jam nya. Karena kami memotong uang tunjangannya juga berdasarkan
peraturan atau regulasi”
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Dikatakan bahwa pegawai yang tidak bisa menerima pemotongan TPP mengenai
kedisiplinan diberikan arahan dengan memberikan bukti fisik finger print yang menunjukkan
bahwa pegawai tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin. Dengan adanya absensi finger
print tersebut memudahkan dalam proses pembuatan laporan karena langsung terekam
kapan pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau datang dan pulang, sehingga
apabila ada pegawainya yang terlambat atau tidak melaporkan hasil kinerjanya maka akan
ada hukuman, dan itu sudah tertera di dalam Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau. Jadi Pegawai yang melakukan pelanggaran harus menerima konsekuesi atas apa yang
telah dilakukan karena semua itu sudah ada peraturan yang mengaturnya

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yaitu suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh organisasi yang
mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Hal ini
sesuai dengan teori Hasibuan (2014:203) bahwa kepuasan kerja merupakan kunci pendorong
moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan
perusahaan

Dari peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memotivasi
pegawai dalam meningkatkan kedisiplinan serta kinerja pegawai. Indicator dari kepuasan
kerja memperoleh hasil 75% dengan kategori Efektif. Berdasarkan wawancara penulis
bersama bapak Ahmad Syifa Selaku Ketua Penelaah Teknis Kebijakan beliau mengatakan :

“Dengan dijalankan dari Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ini
menjadi memotivasi pegawai, dimana sebagai pegawai negeri sipil harus dipaksa disiplin
mengenai disiplin datang dan pulang sekaligus membuat laporan kinerja, karena semua itu
dinilai dengan angka/uang Dengan diberinya TPP membuat para pegawai menjadi lebih
nyaman dalam hal bekerja karena pegawai bisa dilatih agar lebih disiplin dalam bekerja serta
memotivasi pegawai agar lebih giat dalam bekerja”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa kepuasan kerja merupakan
salah satu poin yang sangat penting didalam suatu instansi dimana memberikan peranan
penting dalam menentukan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah dilakukan.
Seperti halnya dari kebijakan Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan
meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang
memberikan kepuasan kerja untuk pegawai, dimana jika para pegawai mengikuti peraturan
yang sudah ditentukan seperti disiplin dalam kehadiran dan kinerja maka pegawai negeri
sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan memperoleh TPP (Tunjangan Penambahan
Penghasilan).

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab maksudnya adalah organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah
diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi
serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya. Pada indicator dari
Tanggung Jawab memperoleh hasil 50% dengan kategori Cukup Efektif. Hal ini dikarenakan
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dari hasil observasi di lapangan peneliti menemukan tanggung jawab kehadiran pegawai
masih ada pegawai yang tidak bertanggung jawab mengennai hal kehadiran.

Untuk mengetahui tingkat kehadiran seseorang dapat melalui mesin absensi finger
print. Dengan absensi finger print dapat mengetahui disiplin seseorang dan tingkat
kehadirannya karna jika terlambat semenit saja langsung tercatat di mesin absen. Tapi disini
kembali lagi kepada kesadaran individu masing-masing mau bagaimanapun sanksi atau
aturan yang diterapkan jika ia sadar akan tanggung jawabnya ia akan mematuhi peraturan
yang ada dilingkungan kerjanya. Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Ahmad
Syifa Selaku Ketua Penelaah Teknis Kebijakan beliau mengatakan :

“Mengenai tanggung jawab Sekarang setiap pegawai memiliki tanggung jawab masing-
masing, salah satu tanggung jawab pegawai adalah datang tepat waktu dan melaporkan hasil
kinerja. Dengan adanya Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan diterapkan
absensi finger print semua pegawai dapat hadir tepat pada waktunya baik datang maupun
pulang, selain itu absensi finger prnit jauh lebih baik daripada absen sebelumnya karena lebih
nyata tidak adanya manipulasi didalam sistem absensi ini karena sudah ada ketentuannya
sendiri dan disini pegawai negeri sipill dituntut untuk bisa bertanggung jawab secara
mandiri”

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa setiap Pegawai
Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Riau memiliki tanggung jawab masing-masing baik
dalam hal kehadiran maupun dalam hal kinerjanya karena jika tidak dijalankan sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pegawai
di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu pemotongan TPP yang sesuai dengan
golongan/jabatan dari masing masing pegawai tersebut.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini tentang Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Disiplin Kerja Pegawai
Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka dapat diuraikan dengan kesimpulan
sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan
Provinsi Riau secara keseluruhan cukup efektif. Sanksi yang terapkan berdasarkan
Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan baik. Tetapi dari sanksi
tersebut belum cukup efektif dalam mengurangi pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin pada jam masuk kerja seperti seperti lambat masuk ke kantor
sehingga tidak mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari kerja serta pegawai
pulang tidak sesuai jam kerja yang sudah ditentukan dan dalam hal kehadiran.

2. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Riau memiliki tanggung jawab
masing-masing baik dalam hal kehadiran maupun dalam hal kinerjanya karena jika
tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan akan ada konsekuensi
yang harus ditanggung oleh pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu
pemotongan TPP yang sesuai dengan golongan/jabatan dari masing masing pegawai
tersebut

Wirna Riyanti dan Hendry Andry
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 /2024 620



3. Dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada bermasalah terhadap kedisiplinan serta
menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab sebaik mungkin dengan tepat waktu
akan mendapatkan reward (hadiah) bagi pegawai yang disiplin seperti disiplin waktu,
disiplin peraturan dan disiplin tanggung jawab, ini akan menjadi tolak ukur untuk
menilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pegawai tersebut dalam memberikan TPP sesuai
dengan Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
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